
BUPATI BADUNG 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 
NOMOR 25 TAHUN 2024 

TENTANG 

]SALINAN' 

.i 

I 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah 
guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, 
perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui 
rencana kerja pemerintah daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 
2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan 
hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturani 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Semesta Berencana Tahun 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6871); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

t 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020­ 
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan P eraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017' 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia: Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta 
Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung 
Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2017 Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung 
Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 17); 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana 
Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); 

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 
Nomor 22); 

, I 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA, 
BERENCANA TAHUN 2024. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta 
Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung 
Tahun 2023 Nomor 22) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) RKPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari 
RPJMD Semesta Berencana yang memuat rancangan 
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan 
Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 
program strategis nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Sistematika RKPD Semesta Berencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 
BABV REN CANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 
BAB VI PENUTUP 

(3) Uraian RKPD Semesta Berencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I , 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tan al Juli 2024 j 

I 

UPATEN BADUNG, 

BERITA DA r RAB~ TEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 25 

SEKRET 

Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 19 Juli 2024 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. Kabupaten Badung, 

ak gung Ode Asteya Yudhya 
NIP. 19720510 199903 1 008 


